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P U T U S A N 

Nomor : 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst 

 

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa 

dan mengadili perkara - perkara Niaga pada tingkat pertama, telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dibawah dalam perkara antara : 

 

NORMAN SURBAKTI Wirasuasta, yang beralamat di Jalan Taman Kirana No. 40, 

Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara dimana 

memberikan Kuasanya kepada Arief Budi Nugroho., S.H., M. Alfy 

Pratama., S.H., M. Adam Hervanda., S.H., Kesuma Putra., S.H., 

Namira Harahap., S.H., Guntur Afifi., S.H; dan Axel Agahari., S.H Para 

Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di HRHP LAWYERS, 

berkedudukan di Rasuna Office Park, Floor UG, Unit PR-05, Kawasan 

Rasuna Epicentrum. Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan -Indonesia 

12960 berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 1 Oktober 2019, 

yang diaftarkan pada Kepaniteran Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat tertanggal 18 Oktober 2019 dengan Nomor 

1265/Leg.Sdr.Kuasa/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang selanjutnya disebut 

sebagai, --------------------------------------------------------------------- PEMOHON; 

LAWAN 

PT. MULTI STRUCTURE, beralamat di Wisma 76, Lantai 20, JL. S. Parman, 

Kavling 76, Slipi, Jakarta Barat, dimana Saudar ERLING RIYADI, S.IP., 

S.H., M.H. selaku Direktur berdasarkan Pernyataan Keputusan Hasil 

Rapat Perseroan Terbatas PT. Multi Structure Nomor 58 Tanggal 18 

Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Notaris ZAINUDDIN, SH. MKn., dalam 

hal ini memberikan kuasanya kepada MUHAMAD FAHRI, SH., 

SUHARMAN, SH., SUGIYARTO AW, SH., dan LINA JULIANTY, SH., 

Para Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum 

“MUHAMAD FAHRI, SH. & REKAN” beralamat di Jalan Malaka I No. 20 

Rt. 08 Rw. 12 Jakarta 14140,  dalam hal ini bertindak untuk dan atas 

nama serta sah mewakili : PT. MULTI STRUCTURE yang berlamat di 

Wisma 76 Lantai 20, Jalan S. Parman Kav. 76, Slipi, Jakarta Barat, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2019, yang 

diaftarkan pada Kepaniteran Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

tertanggal 28 Oktober 2019 dengan Nomor 

1606/Leg.Sdr.Kuasa/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Selanjutnya disebut sebagai, 

-------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara ini; 

Setelah mendengar para pihak yang berperkara; 

  

TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonannya tertanggal 

18 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2019 dibawah register 

No. 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaiaan/2019/PN.Niaga.JKT.PST., telah 

mengemukakan hal - hal sebagai berikut : 

LATAR BELAKANG TERMOHON DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN 

PEMBAYARAN UTANG 

1. Bahwa TERMOHON telah berada dalam keadaan PKPUS pada tanggal 24 

Mei 2017, sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga.Jkt.Sel tanggal 24 Mei 

2017 (yang mana selanjutnya disebut “PKPU PT. Multi Structure”). Bahwa 

sebagaimana amar majelis PKPU adalah sebagai berikut : 

MENGADILI 

1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang 

(PKPU) Sementara dari PEMOHON PKPU selama 45 hari terhitung 

sejak tanggal putusan diucapkan; 

2) Menunjuk Sdr. Hastopo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; 

3) Mengangkat Sdr. Binsar Halomoan Nababan, SH., Pengurus dan 

Kurator yang terdaftar di departemen Hukum dan Hak Asasi manusia di 

bawah  No. AHU.AH.04.03-107 tertanggal 25 Juli 2012 yang 

berkedudukan dikantor Advokat dan Konsultan  Hukum Lex Fortis 

Amahila Lase & partners JL. Paseban No. 47 D, Jakarta Pusat dan 

Saudara SAHAT M. TAMBA, SH., Pengurus dan Kurator yang terdaftar 

di departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No, 

AHU.AH.04.03-136 tertanggal 15 September 2015 yang berkedudukan 

di SM Samba Bon & Associates Wisma Laena Lantai 6, JL. KH. 

Abdulah Syafei No. 7 Tebet lapangan Ros Jakarta Selatan 12860; 

4) Menetapkan hari sidang berikutnya pada hari jumat tanggal 9 Juli  2017 

bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat di jalan Bungur 

Besar Raya No. 24-28 Jakarta Pusat; 

5) Memerintahkan Pengurus untuk memanggil para Kreditor yang dikenal 

dalam surat tercatat agar pada hari sidang yang telah di tetapkan 

diatas; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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6) Menetapkan biaya-biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus 

akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran  

Utang (PKPU) berakhir; 

7) Menanggung biaya permohonan penundaan pembayaran Kewajiban 

Utang (PKPU) sampai dengan Penundaan Pembayaran Kewajiban 

Utang (PKPU) dinyatakan selesai. 

2. Bahwa pengumuman terkait Putusan PKPU PT. Multi Structure juga telah 

diumumkan dalam surat kabar harian Kompas tanggal 30 Mei 2017 dan harian 

Jakarta tanggal 30 Mei 2017 serta harian Riau Pos (Selanjutnya disebut 

Pengumuman PKPU PT. Multi Structure); 

3. Bahwa sebagai Pengurus telah mengumumkan Pengumuman Putusan PKPU 

PT. Multi Structure telah sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas No. 

66/Pdt.Sus-PKPU2017/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 29 Mei 2017; 

4. Bahwa PEMOHON mengikuti secara koperatif seluruh agenda rapat-rapat 

yang telah diumukan oleh Pengurus, antara lain sebagai berikut: 

a. Rapat kreditor  

b. Pendaftaran Tagihan 

c. Rapat pencocokan utang/ Verifikasi 

d. Rapat Pembahasan Proposal 

e. Voting/ pemungutan suara 

f. Rapat Permusyawaratan 

5. Bahwa dalam PKPU Sementara seluruh kreditor TERMOHON melakukan 

voting/ pemungutan suara dengan hasil Proposal Perdamaian disetujui. 

Sehingga TERMOHON dalam keadaan homologasi dan memiliki kewajiban-

kewajiban sebagaimana yang termaktub dalam putusan perdamaian No. 

66/Pdt.Sus-PKPU2017/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Februari 2018, dan 

diucapkan pada tanggal 12 Februari 2018; 

6. Bahwa seiring berjalannya waktu TERMOHON tidak kunjung melakukan 

pembayaran sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Putusan 

Pengadilan No. 66/Pdt.Sus-PKPU2017/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Februari 

2018, dan diucapkan pada tanggal 12 Februari 2018; 

7. TERMOHON merupakan debitor yang berkedudukan di di Wisma 76, Lantai 

20, JL. S. Parman, Kavling 76, Slipi, Jakarta Barat. Sehingga PEMOHON 

mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di Pengadilan Negeri pada 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU; 
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Pasal 3 

1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan  

dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum 

Debitor. 

PEMOHON ADALAH KREDITOR YANG BERHAK, BERDASARKAN PASAL 

170 AYAT 1 JO PASAL 291 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NO 37 

TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN 

PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN 

PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DISAHKAN 

BERDASARKAN PUTUSAN NO 66/PDT.SUSPKPU/2017/PN. NIAGA.JKT.PST, 

TERTANGGAL 5 FEBRUARI 2018 DAN TELAH DIUCAPKAN TERTANGGAL 

12 FEBRUARI 2018. 

8. Bahwa sesuai dengan Pengumuman Putusan PKPU PT. Multi Structure dan 

Penetapan hakim Pengawas tersebut, PEMOHON telah mengajukan tagihan 

kepada pengurus PT. Multi Structure sebesar Rp. 548.856.667,00 (Lima 

Ratus Empat delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam 

ratus enam puluh tujuh rupiah) dan  PEMOHON mendapatkan Tanda 

terima yang diterbitkan oleh Pengurus PT. Multi Structure; 

9. Bahwa berdasarkan hasil rapat verifikasi/Pencocokan Piutang, jumlah utang 

PEMOHON pada TERMOHON yang diakui adalah Rp. 548.856.667,00 (Lima 

Ratus Empat delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus 

enam puluh tujuh rupiah); 

10. Bahwa berdasarkan isi Proposal Perdamaian telah diajukan kepada 

PEMOHON dan para Kreditor lainnya pada tanggal 5 Februari 2018, 

kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mengesahkan 

Proposal perdamaian tanggal 5 Februari 2018 tersebut, Oleh karenanya 

TERMOHON wajib tunduk dan mematuhi serta melaksanakan sesuai isi 

perjanjian Perdamaian 5 Februari 2018. Adapun bunyi dari amar putusan No. 

66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Februari 2018 adalah 

sebagaio berikut : 

      Mengadili 

1 Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan TERMOHON Penundaan 

kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Multi Structure dengan para 

kreditornya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari 

Senin, Tanggal 5 Februari 2018 

2 Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaatai isi Perdamaian  

tersebut 
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 Putusan No.12/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian /2019/PN.NIAGA.JKT.PST 

 

3 Membebankan biaya selama PKPU sebesar Rp 470.869.281,00 (empat 

ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus 

delapan puluh satu rupiah) 

4 Menghukum Debitur untuk membayar imbalan pengurus sebesar Rp. 

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 

5 Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang sampai 

hari ini ditetapkan sejumlah Rp 7.304.000,00 (tujuh juta tiga ratus 

empat ribu rupiah). 

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa telah terdapat perjanjian 

damai atara TERMOHON dengan PEMOHON dan juga Kreditor lain yang 

telah disahkan berdasarkan Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-

PKPU/2017/PN.Niaga.Pst tanggal 12 Februari 2018, sehingga TERMOHON 

wajib melaksanakan kewajibannya sebagai mana diatur dalam Proposal 

perdamaian tanggal 5 Februari 2018 dan Putusan Homologasi; 

12. Bahwa faktanya adalah TERMOHON lalai untuk tunduk dan taat terhadap isi 

perdamaian yang tercantum pada perjanjian perdamaian, sebagaimana telah 

disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian, hal mana berdasarkan 

Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan  

PKPU, PEMOHON selaku kreditor berhak untuk mengajukan pembatalan 

terhadap Perjanjian perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam Pu tusan 

Pengesahan Perdamaian perkara a quo, karena: 

a. Faktanya piutang/tagihan PEMOHON atas TERMOHON yang diakui dan 

telah disahkan berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Februari 

2018 dan telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian tanggal 

12 Februari 2018  dan 

b.   Faktanya TERMOHON tidak tunduk dan taat terhadap isi perdamaian, 

serta tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum pada 

Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam Putusan 

Pengesahan perdamaian (yang akan PEMOHON Jelaskan kemudian). 

13. Bahwa dengan demikian PEMOHON memiliki legal standing dalam 

mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Karena PEMOHON 

adalah kreditor TERMOHON yang telah terverifikasi, sehingga memiliki hak 

dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo. Sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 171 No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

PKPU; 

Pasal 171 

“tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara 

yang sama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, 

pasal 12, dan pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.” 
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14. Bahwa merujuk pada putusan pengesahan perdamaian Nomor 66/PDT.Sus-

PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Ps. halaman 11 dan 12, PEMOHON merupakan 

Kreditur dari PT. Multi Structure yang telah diverifikasi tagihannya utangnya 

oleh Pengurus dan telah ditetapkan sebagai kreditur dalam Perjanjian 

Perdamaian dalam Golongan II dengan total utang sebesar Rp. 

548.856.667,00 (Lima Ratus Empat delapan juta delapan ratus lima puluh 

enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah); 

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat 1 

jo Pasal 291 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan PKPU mengatur hal-hal sebagai berikut : 

 Pasal 170 ayat (1) : 

 kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah 

 disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut : 

 Pasal 291: 

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 dan Pasal 171 

berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian; 

2. dalam putusan pengadilan yang membetalkan perdamaian debitor 

juga harus dinyatakan pailit. 

16. Sehingga dengan demikian PEMOHON adalah kreditor dari PT. Multi 

Structure berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 66/PDT.Sus-

PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 170 

ayat (1), Pasal 171, dan Pasal 291 UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

dan PKPU. Maka atas dasar tersebut PEMOHON berhak mengajukan 

Permohonan Pembatan Perdamaian/ Homologasi dalam perkara a quo; 

TERMOHON TERBUKTI TELAH LALAI/ TIDAK MEMENUHI ISI PERJANJIAN 

PERDAMAIAN TANGGAL 5 FEBRUARI 2018 YANG TELAH DISAHKAN 

BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 66/PDT.SUS-

PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST TERTANGGAL 12 FEBRUARI 2018 

17. Bahwa sebagaimana Pasal 4 angka II Perjanjian Perdamaian 5 Februari 2018, 

mengatur mengenai kreditor Golongan II sebgai berikut : 

II. GOLONGAN II 

1 Bahwa kreditur konkuren Golongan II (Dua) dengan kriteria yaitu 

piutang Kreditor terhadap Debitrur PKPU atas proyek-proyek yang 

sedang berjalan (Current; 

2 Bahwa Debitur PKPU akan melaksanakan pembayaran dengan 

ketentuan sesuai nilai tagihan/progress masing-masing proyek dalam 

jangka waktu 7-19 bulan terhitung semenjak tanggal putusan 

Pengesahan Perjanjian Perdamaian Debitur PKPU. Terhitung sejak 
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bulan September 2018 sampai dengan September 2019; 

3 Bahwa adapun nama kreditur golongan yang ke II (dua) yang 

tagihannya sudah diakui dan disahkan dalam Rapat Kreditur adalah 

sebagai berikut : 

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas PEMOHON berada pada nomor: 24 

dengan Nama TERMOHON Nokman Surbakti dengan jumalah tagihan Rp. 

548.856.667,00 (Lima Ratus Empat delapan juta delapan ratus lima puluh 

enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah); 

19. Bahwa sebagaimana Perjanjian Perdamaian Tanggal 5 Februari 2018 yang 

juga telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian, TERMOHON 

wajib memulai melaksanakan dan memenuhi kewajibannya sesuai Golongan 

yang telah ditentukan dalam penyelesaian Utang/tagihan kepada PEMOHON 

selambat-lambatnya dimulai pada September 2018 sampai dengan 

September 2019. 

20. Bahwa perlu diketahui PEMOHON terlibat dalam proyek yang mana pada saat 

dimulainya pembayaran dari TERMOHON kepada PEMOHON pada bulan 

September 2018 telah ada progres pembayaran dari proyek tersebut, namun 

sampai dengan Permohonan ini dibuat yang lebih dari Jatuh tempo 

pembayaran pada bulan September 2019, TERMOHON belum juga 

membayar kewajiban utang kepada PEMOHON sebagaimana Perjanjian 

Perdamaian tanggal 5 Februari 2019; 

21. Bahwa dengan kata lain dengan TERMOHON tidak melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana diatur dalam Putusan Pengesahan Perdamaian 

Perkara a quo. Maka dengan demikian TERMOHON telah 

mengkesampingkan isi Perjanjian Perdamaian Tanggal 5 Februari 2018 

yang telah disahkan dalam putusan Pengesahan Perdamaian tanggal 12 

Februari 2019; 

22. Karena pada faktanya TERMOHON tidak memenuhi kewajiban untuk 

membayar utang sesuai dengan progres pembayaran proyek sedang 

berjalan terhitung sejak September 2018 sampai dengan September 2019 

yang mana seharusnya ada pembayaran kepada PEMOHON sesuai dengan 

ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian. Sehingga dengan demikian 

TERMOHON secara jelas dan meyakinkan tidak tunduk dan taat terhadap 

ketentuan Pasal 4 pada halaman 11 dan 12 Perjanjian Perdamaian 

tertanggal 5 Februari 2018; 

23. Bahwa atas hal tersebut PEMOHON hendak merinci kelalaian TERMOHON 

dalam melakukan pembayaran utang TERMOHON kepada PEMOHON 

hingga saat permohonan Pembatalan Perdamaian ini diajukan tidak sesuai 

dengan ketentuan perjanjian operdamaian yang telah disahkan berdasarkan 
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Putusan No. 66/PDT.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Adapun rincian u tang 

yang tidak dibayar oleh TERMOHON adalah sebagai berikut: 

Pembayaran Jumlah Pembayaran Tanggal 

I Rp. 74.480.000 13 Juni 2017 

II Rp. 44.487.300  

III Rp. 56.186.666 2 Mei 2018 

IV Rp. 43.120.000 13 Juni 2018 

V Rp. 5.000.000 27 September 2018 

VI Rp. 10.000.000 5 Desember 2018 

VII Rp/ 5.000.000 5 Desember 2018 

VIII Rp. 5.000.000 15 Januari 2019 

IX Rp. 5.000.000 13 Februari 2019 

Total 

Pembayaran 

Rp. 248.273.966,- 

(dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh 

puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam 

rupiah) 

Sisa 

Pembayaran 

Rp. 300.582.701,- 

(tiga ratus juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh 

ratus satu rupiah) 

24. Bahwa hingga saat ini TERMOHON tidak kunjung menyelesaikan 

kewajibannya hingga tuntas dalam hal pembayaran utangnya kepada 

PEMOHON, Karena utang TERMOHON masih bersisa sebesar Rp. 

300.582.701,- (tiga ratus juta lima ratus delapan puluh dua juta tujuh 

ratus satu ribu rupiah) dari total utang yang terverifikasi sebesar Rp. 

548.856.667,00 (Lima Ratus Empat delapan juta delapan ratus lima puluh 

enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah); 

25. Bahwa apa yang telah PEMOHON uraikan pada poin -poin diatas, maka atas 

perbuatan TERMOHON yang tidak melaksanakan perdamaian antara 

TERMOHON dengan PEMOHON dan Kreditor lainnya dan berakibat dengan 

tidak terjaminnya hak PEMOHON dan kreditor, serta dirugikannya 

PEMOHON, maka dengan demikian atas hal tersebut tidak sejalan dengan 

doktrin PKPU dan Kepailitan yang dikemukankan oleh Louis E. Levinthal 

sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam 

bukunya yang berjudul "Hukum Kepailitan" (PTPustaka Utama Grafiti, Jakarta, 

2002) pada halaman 37-39 yang menjelaskan sebagai berikut: 

a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan 

debitur dan diantaranya para Kreditur; 
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b. Mencegah para debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dapat merugikan kepentingan para Kreditur; 

c. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beriktikad baik dari para 

krediturnya"; 

26. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka TERMOHON terbukti secara 

sah dan meyakinkan telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian 

dalam Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian. Oleh karenanya 

PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara a quo untuk menyatakan TERMOHON telah lalai memenuhi isi 

perjanjian perdamaian sebagaimana telah disahkan dalam putusan 

pengesahan perdamaian/Homologasi; 

TERMOHON SEBELUMNYA PERNAH DIAJUKAN PERMOHONAN 

PEMBATALAN PERDAMAIAN/ HOMOLOGASI KARENA PEMOHON LALAI 

DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN TERHADAP KREDITOR-

KREDITORNYA 

27. Bahwa TERMOHON pernah diajukan permohonan pembatalan perdamaian/ 

homologasi oleh kreditornya dan teregiter dalam Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-

Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 66/PDT.Sus-

PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst; 

28. Bahwa atas permohonan tersebut TERMOHON dijatuhi putusan sebagai 

berikut: 

MENGADILI 

DALAM EKSEPSI: 

- Menolak Eksepsi TERMOHON; 

DALAM POKOK PERKARA 

1 Mengabulkan Permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II untuk 

seluruhnya; 

2 Membatalkan Perjanjian Perdamaian Tanggal 5 Februari 2018 

antara TERMOHON/ PT. Multi Structure dengan para kreditornya 

yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan 

Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 66/PDT.Sus-

PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Februari 2018; 

3 Menyatakan TERMOHON/ PT. Multi Structure, beralamat di Wisma 

76, Lantai 20 Jalan Letjen S. Parman Kav. 76. Jakarta Barat, dahulu 

debitor PKPU dalam Perkara No. 66/PDT.Sus-

PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, PAILIT dengan segala akibat 

hukumnya; 
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4 Menunjuk Sdr. Hastopo., S.H., M.H Hakim Niaga pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas. 

5 Mengangkat dan Menunjuk 

a. Sdr. Pringgo Sanyoto., S.H Kurator dan Pengurus terdaftar 

sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus 

No. AHU-224.AH.04.03-2018 tertanggal 24 Juli 2018; 

b. Sdr. Ramos Lecopnata., S.H Kurator dan Pengurus terdaftar 

sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus 

No. AHU-224.AH.04.03-12 tertanggal 24 Maret 2018; 

c. Sdr. Wahab Abdillah., S.H Kurator dan Pengurus terdaftar 

sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus 

No. AHU-224.AH.04.03-21 tertanggal 10 Maret 2015; 

d. Sdr. Kunthi Dyah Wardani., S.H., M.H Kurator dan Pengurus 

terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan 

Pengurus No. AHU-224.AH.04.03-105 tertanggal 19 Agustus 

2015; 

Sebagai Kurator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan 

pemberesan harta pailit; 

6 Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa fee kurator akan 

ditetapkan setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya; 

7 Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang 

hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.386.000,- (satu juta tiga ratus 

delapan puluh enam ribu rupiah). 

 

29. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo 

mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian/ homologasi terhadap PT. 

Multi Structure, namun atas putusan tersebut terdapat upaya hukum Kasasi 

yang pada putusannya menolak atas permohonan pembatalan homologasi 

tersebut. Adapun ikhtisar Putusan Kasasi Perkara Nomor: 476 K/Pdt.Sus-

Pailit/2019 jo. 10/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/ PN. Niaga. Jkt. Pst  

jo. 66/Pdt.Sus.PKPU/2017/ PN. Niaga. Jkt. Pst.tersebut adalah sebagai 

berikut: 

MENGADILI 

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi PT. MULT I 

STRUCTURE tersebut; 

2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/ PN. 

Niaga. Jkt. Pst  jo. 66/Pdt.Sus.PKPU/2017/ PN. Niaga. Jkt. Pst. 

Tanggal 13 Februari 2019; 
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MENGADILI SENDIRI: 

 Dalam Eksepsi 

- Menerima eksepsi dari Termohon; 

Dalam Pokok Perkara 

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara 

dalam semua tingkat peradilan dan padav tingkat kasasi ditetapkan 

sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah); 

30. Bahwa atas hal tersebut PEMOHON hendak mengajukan Permohonan 

Pembatalan Perdamaian pada perkara a quo, mengingat dalam permohonan 

pembatalan perdamaian tersebut TERMOHON secara Juris Judex Perkara 

Nomor: 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 jo. 10/Pdt.Sus-Pembatalan 

Perdamaian/2018/ PN. Niaga. Jkt. Pst  jo. 66/Pdt.Sus.PKPU/2017/ PN. Niaga. 

Jkt. Pst. Pembatalan yang diajukan oleh pemohon kasasi ditolak. 

Sehingga PEMOHON hendak mengajukan permohonan Pembatalan 

Perdamaian/ homologasi pada perkara a quo; 

PARA TERMOHON DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN PAILIT DENGAN 

ADANYA PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH 

DISAHKAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 66/PDT.SUS-

PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST  

31. Bahwa sebagaimana penjelasan pada poin 17 hingga poin 24 di atas, 

TERMOHON telah lalai memenuhi isi perjanjian Perdamaian sebagaimana 

telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian, maka PEMOHON 

mengajukan Permohonan Pembatalan Perjanjian perdamaian melalui 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 

32. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan pasal 170 ayat 1 Jo pasal 291 

ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

PKPU, TERMOHON harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. 

Oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan 

memutuskan perkara a quo untuk menyatakan TERMOHON Pailit dengan 

segala akibat hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 

291 ayat (1) dan (2); 

DENGAN ADANYA PUTUSAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN 

YANG TELAH DISAHKAN BERDASARKAN PUTUSAN NO 66/PDT.SUS-

PKPU/2017/PN.NIGA.JKT.PST TERTANGGAL 12 FEBRUARI 2018, HARTA 

TERMOHON DALAM KEADAAN INSOLVENSI SEBAGAIMANA DIATUR 

KETENTUAN PASAL 292 UUKPKPU 
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33. Bahwa selanjutnya, berdasarkan, ketentuan pasal 292 Undang-Undang No. 

37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU berikut penjelasannya sebagai 

berikut : 

Pasal 292  

“Dalam suatu pernyataan pailit yang diputus berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 285, pasal 286 atau pasal 291, tidak 

dapat ditawarkan   suatu perdamaian.” 

 Penjelasan Pasal 292 UUKPKPU 

 “Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit

 mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam 

 keadaan  insolvensi.” 

34. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 292 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan dan PKPU, dengan dibatalkannya perjanjian Perdamaian 

yang telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian, maka harta 

pailit TERMOHON haruslah langsung berada dalam keadaan insolvensi. Oleh  

sebab itu PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, 

mengadili, dan memutus Perkara a quo untuk menyatakan demi hukum 

harta pailit TERMOHON berada dalam keadaan insolvensi; 

 

PENUNJUKAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR 

35. Bahwa sebagaimana keperluan untuk pemberesan harta pailit TERMOHON 

dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 

37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, maka PEMOHON mohon agar 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar 

berkenan menunjuk hakim pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada 

pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta menunjuk dan mengakat : 

a. ARIF NUGROHO., S.H., M.H yang merupakan Kurator dan 

Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran 

Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03.45 tanggal 9 April 2015 

yang berkantor di Jl. Buncit Raya No. 7 Duren, Pancoran Jakarta 

Selatan; 

b. ANTHONY MUSLIM PATIMURA., S.H yang merupakan Kurator dan  

Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran 

Kurator dan Pengurus No. AHU.102.AH.04.03.2019 tanggal 23 April 

2019 yang berkantor di Jl. Buncit Raya No. 7 Duren, Pancoran 

Jakarta Selatan 

Sebagai Kurator dalam Proses kepailitan TERMOHON dan bahwa Kurator 

tersebut sesuai dengan surat pernyataannya tidak mempunyai benturan 

kepentingan dengan PEMOHON dan/atau TERMOHON; 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Majelis 

Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa 

dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai 

berikut: 

1 Mengabulkan permohonan Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya; 

2 Membatalkan Perjanjian Perdamaian Tanggal 5 Februari 2018 antara 

TERMOHON/PT.MULTI STRUCTURE dengan Para Krediturnya yang telah 

disahkan (Homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga 

Jkt.Pst tertanggal 12 Februari 2018; 

3 Menyatakan TERMOHON/ PT. Multi Structure beralamat di Jalan Wisma 

76, Lantai 26, Jalan Letjen. S. Parman kav 76, Jakarta Barat dahulu debitor 

PKPU dalam Perkara Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst, 

PAILIT dengan segala akibat hukumnya; 

4 Menyatakan demi hukum harta Pailit TERMOHON berada dalam keadaan 

insolvensi; 

5 Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk 

mengawasi Proses Kepailitan TERMOHON/PT. Multi Structure;  

6 Menunjuk dan Mengangkat : 

a. ARIF NUGROHO., S.H., M.H yang merupakan Kurator dan 

Pengurus  yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran 

Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03.45 tanggal 9 April 2015 

yang berkantor di SIP Law Firm, Jl. Buncit Raya No. 7 Duren, 

Pancoran Jakarta Selatan; 

b. ANTHONY MUSLIM PATIMURA., S.H yang merupakan Kurator dan  

Pengurus  yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran 

Kurator dan Pengurus No. AHU.102.AH.04.03.2019 tanggal 23 April 

2019 yang berkantor di SIP Law Firm, Jl. Buncit Raya No. 7 Duren, 

Pancoran Jakarta Selatan. 

7 Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator (fee kurator) akan 

ditetapkan setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya; 

8 Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara a quo. 

ATAU,  

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

yang memeriksa dan mengadili dan memutus Permohonan a quo berpendapat 

lain, maka PEMOHON memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono). 
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan Perdamaian antara 

kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil dan 

kedua belah pihak menghendaki agar sidang dilanjutkan, maka pemeriksaan 

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pembacaan  

surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada 

gugatannya; 

Menimbang, atas Permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon telah 

mengajukan Jawabannya dalam persidangan pada tanggal 7 November 2019, 

yang pada pokoknya sebagai berikut : 

Dengan ini mengajukan Jawaban atas Permohonan Pembatalan 

Perdamaiaan yang diajukan oleh Termohon,  sebagai berikut : 

1. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON dalam 

Permohonannya, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh 

TERMOHON; 

TERMOHON MEMILIKI ITIKAD BAIK DAN TELAH MENJALANKAN ISI 

PERDAMAIAN YANG TERCANTUM DALAM PUTUSAN PENGESAHAN 

PERDAMAIAN 

2. Bahwa TERMOHON dengan itikad baik telah menjalankan Putusan 

Pengesahaan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-

PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Februari 2018, hal ini telah dibuktikan  

bahwa TERMOHON hampir melunasi hutangnya kepada para Kreditor 

Konkuren Golongan I hingga bulan Oktober 2018;  

3. Bahwa TN. NOKMAN SURBAKTI adalah Kreditur Konkuren Golongan II, 

dimana pokok yang terhutang berdasarkan tagihan yang diajukan adalah 

sebesar Rp. 548.856.667.00 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan 

Ratus lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh rupiah);  

4. Bahwa PEMOHON pada Permohonan a quo angka 9 mendalilkan :  

“Bahwa berdasarkan hasil rapat verifikasi/Pencocokan Piutang, jumlah utang 

PEMOHON pada TERMOHON yang diakui adalah  Rp. 548.856.667.00 (Lima 

Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus lima Puluh Enam Ribu Enam 

Ratus Enam Puluh Tujuh rupiah)”; 

5. Bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat diuraikan oleh TERMOHON sebagai 

berikut:  

a. Bahwa setelah 14 Februari 2019, PEMOHON menyatakan bahwa 

TERMOHON mempunyai sisa hutang kepada PEMOHON sebasar Rp. 

248.273.966.00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh 
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Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) tidak benar dan  

tanpa dasar;  

b.  Bahwa berdasarkan bukti yang ada, TERMOHON selaku Debitur yang 

beritikad baik telah melakukan pembayaran kepada PEMOHON sebagai 

berikut;  

Pembayaran Jumlah Pembayaran Tanggal 

I Rp. 74.480.000.00 13 Juni 2017 

II Rp. 43.120.000.00 27 Februari 2017 

III Rp. 48.346.666.00 02 Mei 2018 

IV Rp. 7.840.000.00 02 Mei 2018 

V Rp. 43.120.000.00 13 Juli 2018 

VI Rp. 5.000.000.00 27 September 2018 

VII Rp. 10.000.000.00 04 Desember 2018 

VIII Rp. 5.000.000.00 5 Desember 2018 

IX Rp. 5.000.000.00 11 Desember 2018 

X Rp. 10.000.000.00 13 Januari 2019 

XI Rp. 5.000.000.00 13 Februari 2019 

Total 

Terbilang 

Rp. 251.906.666.00 

(Dua Ratus Lima Puluh 

Satu Juta Sembilan 

Ratus Enam Ribu Enam 

Ratus Enam Puluh 

Enam Rupiah) 

 

Sisa 

Terbilang 

Rp. 243.950.001.00 

(Dua Ratus Empat 

Puluh Tiga Juta 

Sembilan Ratus Lima 

Puluh Ribu Satu 

Rupiah) 

 

Terbukti dari hal tersebut, total tagihan yang telah dibayarkan oleh TERMOHON 

kepada PEMOHON sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 adalah sebesar 

Rp. 251.906.666.00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam 

Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dan sisa hutang TERMOHON 

yang jatuh tempo per bulan Maret 2019  sebesar Rp. 243.950.001.00 (Dua 

Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Satu Rupiah). 
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c. Hal mana sesuai dengan Putusan No. 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 3 

Juli 2019, yang menyatakan kaidah hukum sebagai berikut : 

 “Menimbang, bahwa Termohon PKPU sedang mengerjakan proses proyek 

yang diakui Termohon dan Para Kreditor Golongan I dan Golongan II 

(Kreditor Konkuren) akan dapat melunasi hutangnya pada 19 bulan ke depan 

September 2018 hingga September 2019. ”  

d. Maka dari itu adalah tidak wajar dan patut kiranya Permohonan Pembatalan 

Perdamaian yang diajukan oleh PEMOHON haruslah ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;  

5. Bahwa berdasarkan Mukadimah Penjelasan UU Kepailitan, salah satu asas 

yang mendasari dibentuknya UU Kepailitan adalah Asas Keseimbangan, yaitu : 

“...disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya 

penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, 

di lain pihak; terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya 

penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailiatan oleh Kreditor yang tidak 

beritikad baik. ”  

Bahwa di samping Asas Keseimbangan, Mukadimah Penjelasan UU Kepailitan  

juga menyetakan bahwa dikenal Asas Kelangsungan Usaha, yaitu : “ Dalam 

Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan 

Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.”  

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa rezim Hukum Kepailitan pada dasarnya bertujuan untuk 

memberikan perlindungan atas hak-hak Debitur dan Kreditur yang beritikad 

baik, dengan maksud agar lembaga kepailitan tidak disalahgunakan secara 

tidak bertanggung jawab, dan agar Debitur yang masih prospektif dan dapat 

membayar utang-utangnya tidak dapat serta merta dinyatakan pailit.  

Adapun hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum kepailitan, Prof. Dr. 

Sutan Remy Sjahdeini, S.H., yang menyatakan bahwa Debitur tidak boleh 

hanya sekedar tidak mau membayar utang-utangnya (not willing to repay his 

debts), tetapi keadaan objektif keuangannya memang telah dalam keadaan 

tidak mampu membayar utang-utangnya (not able to repay his debt). [Prof. Dr. 

Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Hukum Kepailitan; 2002,hlm.51- 53,43]; 

7.  Bahwa lebih lanjut, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini. S.H., menyatakan bahwa 

tujuan UU Kepailitan adalah untuk memberikan perlindungan yang seimbang 

bagi Kreditur dan Debitur, pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa 

perlindungan yang diberikan oleh UU Kepailitan bagi kepentingan Kreditu r dan  

para stakeholdersnya tidak boleh sampai merugikan kepentingan Debitur dan 

para stakeholders dari Debitur yang bersangkutan;  
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8. Bahwa hal-hal tersebut di atas telah dijadikan dasar oleh Majelis Hakim 

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Rl dalam mengadili perkara antara PT. 

Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Ssangyong Engineering & Contraction Co. 

Ltd Putusan No. 024 PK/N/1999 yang menyatakan : “ ... dimana secara 

esensial ditentukan bahwa kepailitan penerapannya harus 

dilakukan/diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan 

Perusahaan sebagai Debitor atau kepentingan Kreditor secara seimbang.”; 

 PEMOHON TIDAK MEMILIKI ETIKAD BAIK  

9.  Bahwa PEMOHON pada Permohonan a quo angka 21, angka 22, angka 32 

dan angka 34 mendalilkan:  

Angka 21 “ ..... TERMOHON tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana 

diatur dalam Putusan Pengesahan Perdamaian Perkara a quo. Maka dengan 

demikian TERMOHON telah mengkesampingkan isi Perjanjian Perdamaian 

Tanggal 5 Februari 2018 ..... ”  

Angka 22 “..... TERMOHON tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang 

sesuai dengan progres pembayaran proyek sedang berjalan terhitung sejak 

September 2018 sampai dengan September 2019 ..... ”  

Angka 32 “..... PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan 

memutuskan perkara a quo untuk menyatakan TERMOHON Pailit dengan 

segala akibat hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 

291 ayat (1) dan (2).” 

Angka 34 “ ..... dengan dibatalkannya Perjanjian Perdamaian yang telah 

disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian, maka harta pailit 

TERMOHON haruslah langsung berada dalam keadaan insolvensi ....."; 

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti PEMOHON tidak memiliki itikad 

baik dalam menjalankan Putusan Pengesahaan Perdamaian (Homologasi) No. 

12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 66/Pdt.Sus-

PKPU/2017/PN. Niaga.Jkt.Pst, dengan fakta-fakta sebagai berikut : 

a. Bahwa adanya keterlambatan pembayaran dan kurang bayar sejak bulan 

Maret 2019 sampai dengan adanya Permohonan a quo, bukan berarti 

bahwa TERMOHON tidak mau atau tidak mampu membayar utang-utang 

tersebut, namun hal tersebut disebabkan karena adanya hambatan dari 

Lembaga Pembiayaan selaku Lembaga yang memberikan kredit modal 

kerja untuk mengerjakan proyek-proyek TERMOHON, dan dengan adanya 

hal tersebut, maka secara otomatis tidak bisa menjalankan kelangsungan 

usaha TERMOHON secara normal; 
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b. Bahwa meskipun ada hambatan dari Lembaga Pembiayaan, namun 

TERMOHON tetap melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan 

kewajibannya kepada Para Kreditor, dan PEMOHON tahu bahwa 

TERMOHON masih mempunyai piutang usaha berupa tagihan-tagihan atas 

proyek-proyeknya yang sedang berjalan;  

c. Bahwa selain itu keterlambatan pembayaran TERMOHON juga disebabkan 

karena dengan telah dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Hutang (PKPU) TERMOHON pada tanggal 24 Mei 2017 dengan Putusan 

perkara No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga.Jkt.Pst oleh Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka segala kewenangan 

perusahaan dan keuangan milik perusahaan TERMOHON berada ditangan  

Pengurus yang telah ditunjuk dalam Putusan a quo. Dan pada saat 

berakhirnya kepengurusan, ternyata ada penggelapan keuangan 

perusahaan   dan  aset-aset   perusahaan  yang   berada  di   Kalimantan  

Timur,  yang  

dilakukan oleh team Pengurus PKPU sebelumnya. Hal ini sudah 

TERMOHON laporkan kepada pihak Kepolisian di Polda Samarinda;  

10. Bahwa dengan demikian, telah jelas PEMOHON bukan Kreditor yang beritikad 

baik untuk menagih utang, sebaliknya menginginkan agar Debitor pailit;  

11.  Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia harus cermat terhadap Kreditor yang 

beritikad tidak baik dengan menggunakan pranata dan lembaga kepailitan 

untuk membuat Debitor pailit, karena hal ini akan merugikan kepentingan 

banyak pihak, termasuk Kreditor lainnya yang tunduk pada putusan 

pengesahaan perdamaian (homologasi); 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka TERMOHON memohon kepada Majelis 

Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan hal-hal 

sebagai berikut:  

1. Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh 

PEMOHON untuk seluruhnya;  

2. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini dengan PEMOHON; 

ATAU  

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et 

Bono) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi 

rasa keadilan di dalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hakim 

Pemeriksa perkara aquo. 

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah  

mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 13 Mei 2019 dan Replik 

atas Jawaban Turut Tergugat tertanggal 13 Mei 2019;   
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Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan Jawabannya telah 

mengajukan Duplik pada Persidangan tertanggal 20 Mei 2019; 

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat untuk menguatkan Jawabannya 

telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Mei 2019; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya pihak Penggugat 

telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P–1 sampai dengan P–15 yang 

diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir,  sebagai berikut : 

1. Bukti  P–1   :  Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Kartu Tanda Penduduk 

atas nama Nokman Surbakti dengan Nomor NIK. 

1271190307650001;  

2. Bukti P–2 : Fotocopy berupa Putusan Pengesahan Perdamaian 

Perkara Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. 

Niaga.Jkt.Pst.; 

3. Bukti P–3   : Fotocopy berupa Pengumuman Koran Putusan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara 

dan Undang-Undang Majelis Hakim; 

4. Bukti P-4  :  Fotocopy berupa Proposal Perdamaian Kreditur Konkuren  

PT. Multi Structure (Dalam PKPU); 

5. Bukti P-5  :  Fotocopy berupa Putusan Pembatalan Perdamaian 

Perkara Nomor 10/Pdt. Sus-Pembatalan/2018/PN.  Niaga. 

Jkt. Pst Jo. Nomor 66/Pdt-Sus. PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt. 

Pst.; 

6. Bukti P-6 :  Print Out berupa Putusan Kasasi Pembatalan Perdamaian 

Perkara Nomor 476 K/pdt.Sus-Pailit/2019  

(https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/062e3e6d

adf50d639b1a1fdad042a03a) 

7. Bukti P-7  : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Rekening Koran Bank 

Mandiri dengan nomor rekening 1050098234382 atas 

nama Nokman Surbakti pada tanggal 1 May 2017 s/d 31 

Desember 2018; 

8. Bukti P-8  :  Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Rekening Koran Bank 

Mandiri dengan nomor rekening 1050098234382 atas 

nama Nokman Surbakti pada Pebruari 2019; 

9. Bukti P-9 : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Surat Pernyataan 

Kurator Atas Nama ARIF NUGROHO., S.H., M.H; 

10. Bukti P-10  : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Surat Pernyataan 

Kurator Atas Nama ANTHONY MUSLIM PATIMURA., 

S.H; 
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11. Bukti P-11 :  Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Surat Keputusan 

Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-45 

atas nama ARIF NUGROHO., S.H., M.H tertanggal 9 April 

2019; 

12. Bukti P-12  :  Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Surat Keputusan 

Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-102.AH.04.03-

2019 atas nama ANTHONY MUSLIM PATIMURA., S.H 

tertanggal 23 April 2019; 

13. Bukti P-13  :  Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Surat Permohonan 

Penambahan Kurator No. 183/A/HRHP/XI/2019 tertanggal 

21 November 2019; 

14. Bukti P-14 : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Surat Pernyataan 

Kesediaan Untuk Ditunjuk sebagai Kurator Atas Nama 

BRAWIJAYA PRATAMA PUTRA, S.H. tertanggal 5 

November 2019 

15. Bukti P-15  : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Surat Keputusan 

Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-01 AH.04.03-

2018 atas nama BRAWIJAYA PRATAMA PUTRA, S.H. 

tertanggal 29 Januari 2018; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya pihak Penggugat 

telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda KL–1 sampai dengan KL-6 yang 

diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir,  sebagai berikut : 

1. Bukti KL–1 : Fotocopy berupa Akta Perseroan Komanditer dari CV. 

PERINTIS INTI MANDIRI dengan Nomor 12 oleh Notaris 

MUHAMMAD SYAFEI, S.H.; 

2. Bukti KL–2 : Fotocopy berupa Akta Pemasukan dan Pengeluaran 

Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 

Komanditer dari CV. PERINTIS INTI MANDIRI dengan 

Nomor 04 oleh Notaris IKSHAN LUBIS, S.H.; 

3. Bukti KL–3   : Fotocopy berupa Akta Pemasukan dan Pengeluaran 

Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 

Komanditer dari CV. PERINTIS INTI MANDIRI dengan 

Nomor 01 oleh Notaris MUHAMMAD SYAFEI, S.H.; 

4. Bukti KL-4  :  Fotocopy berupa Putusan Nomor : 68/Pdt.Sus-

PKPU/2017/PN. Niaga. Jkt Pst; 

5. Bukti KL-5  :  Fotocopy berupa daftar Kreditor PT. Multi Structure 

(Dalam Pailit)-yang diakui; 
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6. Bukti KL-6 :  Print Out berupa Nota dari CV. Perintis Inti Mandiri 

sebesar Rp. 520.179.308 (Tanpa Bunga).  

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan KL-1 

sampai KL-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata 

telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 

tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai 

alat bukti tertulis; 

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang 

tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan 

perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian 

perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 

K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008); 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Jawabannya pihak Tergugat 

telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T–1 sampai dengan T–31, yang 

diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, sebagai berikut : 

Bukti T–1  : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Bukti aplikasi setoran dari 

Bank Mandiri tertanggal 27 Februari 2017; 

Bukti T–2   : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Bukti aplikasi setoran dari 

Bank Mandiri tertanggal 13 Juni 2017; 

Bukti T–3 : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Bukti aplikasi setoran dari 

Bank Mandiri tertanggal 02 Mei 2018 

Bukti T–4  : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Bukti aplikasi setoran dari 

Bank Mandiri tertanggal 02 Mei 2018; 

Bukti T–5   : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Bukti aplikasi setoran dari 

Bank Mandiri tertanggal 13 Juli 2018; 

Bukti T–6 : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Bukti aplikasi setoran dari 

Bank Mandiri tertanggal 21 September 2018 

Bukti T–7  : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Bukti setoran tunai dari 

Bank Mandiri tertanggal 04 Desember 2018; 

Bukti T–8   : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Bukti aplikasi setoran dari 

Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2018; 

Bukti T–9 : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Bukti aplikasi setoran dari 

Bank Mandiri tertanggal 15 Januari 2019; 

Bukti T–10  : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa B Bukti setoran tunai dari 

Bank Mandiri tertanggal 13 Februari 2019; 
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Bukti T–11 : Sesuai tindasan berupa Bukti aplikasi Setoran dan Transfer 

KEB Hana Bank tertanggal 21 November 2019  untuk 

pembayaran kepada Kreditur Lain (PT. DWITAMA PRIMA 

SAKTI); 

Bukti T–12   : Sesuai tindasan berupa Bukti aplikasi Setoran dan Transfer 

KEB Hana Bank tertanggal 21 November 2019  untuk 

pembayaran kepada Kreditur Lain (CV. WATU MORAMO); 

Bukti T–13 : Sesuai tindasan berupa Bukti aplikasi Setoran dan Transfer 

KEB Hana Bank tertanggal 21 November 2019  untuk 

pembayaran kepada Kreditur Lain (PT. STATIKA 

MITRASARANA); 

Bukti T–14  : Sesuai tindasan berupa Bukti aplikasi Setoran dan Transfer 

KEB Hana Bank tertanggal 21 November 2019  untuk 

pembayaran kepada Kreditur Lain (PT. CARAKA MULIA); 

Bukti T–15   : Sesuai tindasan berupa Bukti aplikasi Setoran dan Transfer 

KEB Hana Bank tertanggal 21 November 2019  untuk 

pembayaran kepada Kreditur Lain (NAILUL AUTHAR); 

Bukti T–16 : Sesuai tindasan berupa Bukti aplikasi Setoran dan Transfer 

KEB Hana Bank tertanggal 21 November 2019  untuk 

pembayaran kepada Kreditur Lain (PT. PRIMANUSA 

GLOBALINDO); 

Bukti T–17  : Sesuai tindasan berupa Bukti aplikasi Setoran dan Transfer 

KEB Hana Bank tertanggal 21 November 2019  untuk 

pembayaran kepada Kreditur Lain (PT. ESABINDO 

PRATAMA ); 

Bukti T–18  : Sesuai tindasan berupa Bukti aplikasi Setoran dan Transfer 

KEB Hana Bank tertanggal 21 November 2019  untuk 

pembayaran kepada Kreditur Lain (TAUFIK); 

Bukti T–19 : Sesuai tindasan berupa Bukti aplikasi Setoran dan Transfer 

KEB Hana Bank tertanggal 21 November 2019  untuk 

pembayaran kepada Kreditur Lain (DONI MASRIZAL); 

Bukti T–20 : Sesuai tindasan berupa Bukti aplikasi Setoran dan Transfer 

KEB Hana Bank tertanggal 21 November 2019  untuk 

pembayaran kepada Kreditur Lain (AFRIZON); 

Bukti T–21   : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Putusan dari Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 66/Pdt.Sus-

PKPU/ 2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2018; 

Bukti T–22 : Fotocopy berupa Putusan dari Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pdt.Sus-Pembatalan  
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Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 66/ Pdt-

Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pusat tanggal 7 Januari 2019; 

Bukti T–23  : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Putusan Kasasi dari 

Mahkamah Agung RI No. 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 3 

Juli 2019; 

Bukti T–24  : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Tanda Bukti Lapor No. 

TBL/1048/XI/2019/ PMJ/RESTRO JAK-BAR tanggal 11 

November 2019; 

Bukti T–25 : Fotocopy berupa Putusan Pekara No. 41068/VII/ARB-

BANI/2018 tanggal 23 September 2019; 

Bukti T–26  : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Gugatan Pembatalan 

Putusan No. 41068/VII/ ARB-BANI/2018 tanggal  23 

September 2019 di Pengadilan Negeri Padang dengan No. 

203/ Pdt.G.Arb/2019/PN.Pdg tanggal 15 November 2019; 

Bukti T–27   : Sesuai dengan Asli (SDA) Pernyataan Keputusan Rapat 

Perseroan Terbatas PT. Multi Structure No. 58 tanggal 18 

Oktober 2019; 

Bukti T–28 : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) No. 3276021910600005 atas nama : ERLING RIYADI 

(Termohon) 

Bukti T–29  : Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Bukti Tanda Terima 

Dokumen dari PT. Multi Structure (Termohon) tertanggal 31 

Agustus 2018; 

Bukti T–30  : Fotocopy berupa Bukti Obligasi Konversi (Convertible Bond) 

Seri CBT No. 201804035 tanggal 27 April 2018; 

Bukti T–31 : Fotocopy berupa Bukti penutupan (pemblokiran) rekening 

Bank Mandiri atas nama Pemohon terhadap akses Termohon ; 

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-31 tersebut di atas 

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi 

materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai  juncto Pasal 1 

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah 

mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi Ah l i  

yang bernama Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., dipersidangan yang pada 

pokoknya saksi memberi keterangan sebagai berikut; 
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1. Ahli Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., menerangkan dalam 

persidangan sebagai berikut; 

- Bahwa Ahli menerangkan tentang Filosofi Pembatalan 

Perdamaian/Homologasi bahwa Tujuan dari Homologasi sebenarnya 

untuk menangkis kepailitan, dimana ketika terdapat seseorang 

dipailitkan maka orang tersebut dimohonkan dan diputus PKPU terlebih  

dahulu, karena PKPU sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan  

Debitor untuk merestrukturisasi utang, menyampaikan proposal 

perdamaian dan disetujui dengan harapan homologasi, kemudian 

dengan homologasi tersebut maka berakhirlah status PKPU dan juga 

tidak pailit dengan harapan homologasi tersebut diajalankan sesuai 

dengan komitmen yang ada dulu, sehingga perdamaian merupakan 

implementasi pemberian ampunan dengan cara memberikan waktu 

kepada Debitor untuk mengajukan proposal perdamian, apabila sudah 

di homologasi tidak dijalankan maka bagi pihak-pihak yang dirugikan 

diberi kewenangan untuk mengajukan pembatalan sehingga ketika 

telah dibatalkan maka mutatis mutandis menjadi pailit, karena dengan 

pailit Kreditor yang tidak dibayarkan dalam homologasi akan 

mendapatkan pembayaran melalui pemberesan dalam kepailitan, jadi 

pada intinya pembatalan perdamaian adalah cara untuk mendapatkan 

hak yang telah disepakati.  

- Bahwa Ahli menerangkan tentang siapa saja yang berhak mengajukan  

terhadap Pembatalan Perdamaian/Homologasi bahwa: dalam Undang-

Undang sudah disebutkan bahwa Kreditor dalam mengajukan 

pembatalan merujuk pada pasal 170 dan 171 Undang PKPU dan 

Kepailitan, baik itu separatis, prefern, konkuren dapat mengajukan 

pembatalan, sehingga ketika salah satu kreditor-kreditor tersebut 

merasa dirugikan dalam  putusan homologasi yang tidak dilaksanakan 

oleh Debitor maka Kreditor tersebut memiliki Legal Standing untuk 

mengajukan pembatalan, karena secara filosofis homologasi 

merupakan cara membagi hak-hak yang seharusnya diberikan kepada 

Kreditor, namun apabila hal tersebut debitor lalai. Maka kreditor dapat 

menuntut kepada Debitor melalui pembatalan perdamaian ; 

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang Pasal 170 ayat 1 terhadap UU. No 37 

tentang PKPU dan Kepailitan bahwa pada intinya Isi perdamaian 

merupakan komitmen untuk membayar prestasi sehingga yang 

dimaksud lalai adalah Debitor tidak melakukan prestasi atau yang 

disebut wanprestasi, dengan lalai tesebut merujuk pada doktrin 

wanprestasi menurut Prof Subekti yaitu tidak melaksanakan sama 
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sekali, melaksanakan tapi kurang, melaksankan tapi tidak tetap waktu, 

dan seharusnya tidak melakukan sesuatu tapi melakukan sesuatu, 

dengan demikian lalai disini merupakan lalai memenuhi prestasi yang 

sudah disepakati dalam perdamaian, sehingga wanprestasi atas 

perdamaian tersebut; 

- Bahwa Ahli menerangkan syarat Kreditor untuk dapat mengajukan 

Pembatalan Perdamaian/ Homologasi yaitu Kreditor tidak dibayarkan 

dengan konsep yang ada dalam homologasi sehingga apabila Kreditor 

merasa haknya tidak terpenuhi sesuai dengan konsep yang tertuang 

dalam homologasi maka Kreditor dapat mengajukan pembatalan ; 

- Bahwa Ahli berpendapat dan menegaskan, terhadap Lalai dalam 

melakukan prestasi disebut Wanprestasi. Sehingga jika dalam hal 

perdamaian maka segala ketentuannya diatiur dalam perdamaian, 

namun apabila menyimpang dari perdamaian maka keadaan tersebut 

dapat dikatakan wanprestasi.; 

- Bahwa Ahli menerangkan bagaimana pembuktian yang diatur dalam 

UU PKPU dan Kepailitan bahwa sebenarnya hukum acara dalam 

kepailitan itu adalah hukum acara perdata, sehingga pada intinya orang 

yang mendalilkan dia yang mebuktikan, namun ada beberapa aturan 

khusus yang diatur dalam Undang-undang PKPU dan Kepailitan yaitu 

apabila Kreditor ingin mebatalkan homologasi maka Kreditor tersebut 

harus membuktikan sudah ada homologasi, sehingga apabila Debitor 

mengatakan sudah melaksankan homologasi maka Debitor tersebut 

wajib membuktikan bahwa Debitor sudah melaksankan homolgasi dan 

memenuhi isi perdamaian. Sebagaimana pada Pasal 170 Ayat (2) UUK 

dan PKPU; 

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap suatu permohon pembatalan 

homologasi apakah diperlukan Kreditor Lain; Ahli menerangkan bahwa 

soal adanya Kreditor lain sudah selesai pada saat pengesahan 

perdamaian tersebut dimana dalam pengesahan perdamaian pasti 

terdapat Kreditor, sehingga pada saat permohonan pembatalan tidak 

perlu dihadirkan Kreditor lain, karena dengan adanya putusan  

homologasi maka sudah kuat untuk mebuktikan bahwa terdapat banyak 

Kreditor.; 

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam konsep hukum seseorang yang 

lalai tidak wajib dilakukan somasi, sehingga dalam pembatalan 

homologasi tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan surat 

peringatan/somasi apabila akan melakukan permohonan pembatalan 

perdamaian; 
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- Bahwa bahwa Pembatalan Perdamaian/ Homologasi mutatis mutandis 

menjadikan Debitor Pailit sehingga orang yang tidak dibayar dalam 

Homolagasi akan mendapatkan haknya dalam pemberesan dalam 

kepailitan, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 177 Undang-Undang 

PKPU dan Kepailitan;; 

- Bahwa bahwa Pembatalan Perdamaian berangkat dari Debitor yang 

tidak menjalankan isi dari Perdamaian yang telah disepakati dimana 

Debitor sudah diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya 

dengan mengakhiri status PKPU dan menghindari Pailit namun ketika 

Debitor mengajukan Proposal Perdamaian dan disepakati serta 

disetujui Perdamaian tersebut, namun apabila Debitor lalai dan tidak 

menjalankan isi Perdamaian yang telah disepakati tersebut, maka 

debitor dapat jatuh pailit melalui tuntutan kreditor karena sebab debitor 

lalai terhadap perdamaian; 

- Bahwa syarat utama Kreditor dapat mengajukan pembatalan 

perdamaian yaitu Kreditor tidak dibayar sesuai dengan Konsep 

Perdamian karena dianggap lalai; 

- Bahwa pembatalan homologasi atau perdamaian dilakukan oleh 

Kreditor merupakan suatu cara agar hak-haknya terpenuhi dan 

dibayarkan menggunakan harta pailit yang pemberesannya dilakukan 

oleh kurator; 

- Bahwa bahwa disepakatinya perdamaian harus diiringi dengan 

komitmen Debitor untuk menjalankan isi perdamaian dengan 

membayar prestasi terhadap Kreditor, sehingga apabila Debitor dalam 

perkara a quo lalai dalam menjalakan prestasi maka Debitor telah 

wanprestasi terhadap Kreditor karena lalai atas perdamaian yang telah 

disepakati, dan Kreditor berhak serta dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perdamaian; 

- Bahwa pada dasarnya Hukum Acara Perdata Indonesia menganut 

sistem pembuktian formil berdasarkan suatu prinsip hukum pembuktian 

yang menetapkan bahwa “barang siapa yang mendalilkan sesuatu 

maka dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut” 

(Doktrin dari Ahli Hukum Perdata Prof. R. Subekti, S.H.) yang mana 

prinsip ini merupakan pengejewantahan dari ketentuan -ketentuan 

hukum perdata materil (KUHPerdata) dan Hukum Perdata Formil 

(HIRdan Rbg.) lebih lanjut hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 

1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR jo. 283 Rbg. 

- Bahwa terkait Pembuktian pada dasarnya Hukum Acara Perdata 

Indonesia menganut sistem pembuktian formil berdasarkan suatu 
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prinsip hukum pembuktian yang menetapkan bahwa “barang siapa 

yang mendalilkan sesuatu maka dibebankan untuk membuktikan 

kebenaran dalilnya tersebut” (Doktrin dari Ahli Hukum Perdata Prof. R. 

Subekti, S.H.) yang mana prinsip ini merupakan pengejewantahan dari 

ketentuan-ketentuan hukum perdata materil (KUHPerdata) dan  Hukum 

Perdata Formil (HIRdan Rbg.) lebih lanjut hal ini ditegaskan dalam 

ketentuan pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR jo. 283 Rbg; 

- bahwa adanya Kreditor lain sudah dibuktikan pada saat pengesahan 

perdamaian, sehingga pada saat permohonan pembatalan perdamaian  

putusan homologasi berlaku res judicata sehingga dengan nyata sudah 

memiliki banyak Kreditor; 

- Bahwa dalam perkara a quo Kreditor tidak perlu melakukan somasi 

terlebih dahulu 

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang 

bernama saksi EDDI dan ELIZABETH, dipersidangan yang pada pokoknya saksi-

saksi memberi keterangan sebagai berikut; 

1. Saksi EDDI menerangkan dalam persidangan sebagai berikut; 

- Bahwa saksi telah bekerja di PT. Multi Structure + 25 tahun; 

- Bahwa saksi tau Homologasi PT. Multi Structure pada bulan Mei 2017 

tapi tidak mengetahui berapa jumlah kreditur; 

- Bahwa saksi tau bahwa saat ini Perusahaan masih memiliki uang; 

- Bahwa saksi tau sebagai kasir bahwa perusahaan masih mempunyai 

itikad baik telah melakukan pembayaran kepada para Kreditur sebelum 

jatuh tempo sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian 

Perdamaian; 

2. Saksi ELIZABETH menerangkan dalam persidangan sebagai berikut; 

- Bahwa saksi bekerja sebagai bagian Invoice dan saksi tau bahwa 

selama ini tidak pernah ada tagihan atau pun somasi dari pihak 

PEMOHON; 

- Bahwa saksi tau kalau ada Kreditur yang belum dibayar pada saat 

pembayaran yang dilakukan oleh Kasir; 

- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran selama ini kepada pihak 

kreditur atas perintah pak Denis selaku Manager perusahaan; 

- Bahwa pada tanggal 14 November 2019 saksi akan melakukan 

pembayaran kepada PEMOHON, akan tetapi akses rekening PEMOHON 

telah diblokir, sehingga saksi tidak dapat melakukan pembayaran melalui 

transfer ke rekening PEMOHON; 
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,                        

maka segala sesuatu tercantum dalam berita acara sidang perkara dianggap 

termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; 

 

TENTANG  PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah  

memohon pembatalan putusan perdamaian antara Termohon  (PT Multi Structure) 

dengan para Krediturnya yang telah di homologasi dengan Nomor register 

66/Pdt.Sus.-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Pebruari  2018 dan mohon  

agar Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya dengan alasan 

Termohon tidak melaksanakan isi perdamaian  yang telah di homologasi tersebut; 

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah menolak dalil 

Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dengan alasan pada 

pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa Termohon dengan itikad baik telah menjalankan Putusan 

Pengesahan Perdamaian (Homologasi Nomor : 66/Pdt.Sus/ 

PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst 

- Bahwa Termohon juga telah menjalankan isi Putusan Pengesahan 

Perdamaian (Homologasi) tersebut karena hampir melunasi hutangnya 

kepada para kreditur konkuren golongan I hingga bulan oktober 2018 ; 

- Bahwa Pemohon adalah kreditur Konkuren golongan II dimana pokok 

yang terhutang berdasarkan tagihan yang diajukan adalah sebesar Rp. 

548.856.667- 

- Bahwa Termohon selaku Debitur telah melakukan pembayaran kepada 

Pemohon sebagai berikut : 

1 Pembayaran I sejumlah Rp. 74.480.000.00 pada tanggal 13 Juni 

2017; 

2 Pembayaran II Sejumlah Rp. 43.120.000.00 pada tanggal 27 

Februari 2017; 

3 Pembayaran III Sejumlah Rp. 48.346.666.00 pada tanggal 2 Mei 

2018; 

4 Pembayaran IV Sejumlah Rp. 7.840.000.00 pada tanggal 2 Mei 

2018; 

5 Pembayaran V Sejumlah Rp. 43.120.000.00 pada tanggal 13 Juli 

2018; 
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6 Pembayaran VI Sejumlah Rp. 5.000.000.00 pada tanggal 27 

September 2018; 

7 Pembayaran VII Sejumlah Rp. 10.000.000.00 pada tanggal 4 

Desember 2018; 

8 Pembayaran VIII Sejumlah Rp. 5.000.000.00 pada tanggal 5 

Desember 2018; 

9 Pembayaran IX Sejumlah Rp. 5.000.000.00 pada tanggal 11 

Desember 2018; 

10 Pembayaran X Sejumlah Rp. 10.000.000.00 pada tanggal 13 Januari 

2019; 

11 Pembayaran XI Sejumlah Rp. 5.000.000.00 pada tanggal 13 

Februari 2019; 

Dengan total Rp. 251.906.666.- (duaa ratus lima puluh satu juta sembilan 

ratus kosong enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan sisa 

hutang Termohon per jatuh tempo per bulan Maret 2019 sebesar Rp. 

243.950.001,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh 

ribu saru rupiah); 

- Bahwa dari hal tersebut tidak wajar dapat permohonan pembatan 

perdamaian yang diajukan Pemohon  dan haruslah ditolak; 

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum; 

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon 

telah mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15; 

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya termohon telah 

mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti bertanda T-1 sampai dengan T-31 

dan mengajukan 2 0rang saksi; 

Menimbang dalam Permohon ini Pemohon juga mengajukan Kreditur lain 

dengan mengajukan Bukti KL-1 smpai dengan KL -6; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat 

bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sepanjang ada relevansinya dengan 

permohonan ini; 

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan (2)  Undang -

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan: 
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Ayat : (1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang 

telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian 

tersebut; 

Ayat  : (2)  Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi” 

Menimbang bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut 

maka terlebih dulu dipertimbangkan apakah pemohon berhak mengajukan 

pembatalan putusan Homologasi/Putusan Perdamaian Nomor 22/Pdt.Sus-

PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah disahkan Majelis Hakim pada tanggal 12 

Februari 2018 tersebut; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

bukti permohonan Pemohon dan Termohon yang relevan dengan permohonan 

pembatalan perdamaian aquo; 

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka 

Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu legal standing para pihak ; 

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk 

Pemohon yang bernama Nokman Surbakti, dan Bukti P-4 adalah Proposal 

Perdamaian dalam PKPU Nomor  66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Jkt.Pst., dan 

dari Bukti tersebut diatas dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah Kreditur  

dari Termohon yang mempunyai tagihan sebesar Rp.548.856.667.- (lima ratus 

empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam 

puluh tujuh rupiah) yang termasuk dalam kreditur golongan II; 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon mempunyai legal 

standing untuk mengajukan permohonan ini dengan memberikan kuasa kepada 

kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2019 

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, yaitu Putusan Pengesahan 

Perdamaian (Homologasi) No.66/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST 

dihubungkan dengan Bukti P- 3 dapat diketahui bahwa Termohon diberikan PKPU 

dan berahir dengan putusan perdamaian oleh Majelis Hakim  tanggal 12 Pebruari 

2018; 

Menimbang, bahwa Bukti P-4 yaitu proposal perdamaian yang telah 

ditandatangani oleh Termohon dengan para krediturnya dan dari bukti tersebut 

dapat diketahui bahwa Pemohon mempunyai tagihan kepada Termohon sebesar 

Rp. 548.856.667, (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh 

enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan Termohon adalah  kreditur 
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golongan II dan batas terahir  pembayaran hutang kepada Pemohon adalah  pada 

Bulan September 2019; 

Menimbang, bahwa dari Bukti P–5 yaitu berupa Putusan Pembatalan 

Perdamaian Nomor 10/Pdt.Sus–Pembatalan/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dan 

berdasarkan bukti tersebut dapat diketahui bahwa ada kreditur golonagn II yaitu 

PT Bukit Raya Scaffolding  dan PT Cigading Habeam Centre yang  mengajukan 

pembatalan perdamaian karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

Putusan Homologasi sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan pailit  

tertanggal 13 Pebruari 2019; 

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pailit tersebut ternyata Termohon 

mengajukan upaya hukum kasasi dan berdasarkan Bukti P- 6 yaitu berupa 

putusan Kasasi Pembatalan Perdamaian No.476.K/Pdt.Sus-Pailit /2019, dan 

berdasarkan Putusan kasasi tersebut Permohonan Pembatalan Perdamaian No. 

10/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018 dibatalkan oleh Putusan Kasasi 

Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juli 2019 dengan pertimbangan bahwa 

pembayaran  kewajiban Termohon adalah sampai bulan September 2019, dan 

Permohonan Pembatalan Perdamaian didaftarkan pada tanggal 30 Nopember 

2018 sehingga menerima eksepsi Permohonan Kasasi Termohon karena masih 

premature dan belum jatuh tempo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 tersebut maka status 

Termohon/PT Multi Structure  tidak lagi dalam keadaan Pailit dan kembali menjadi 

dalam keadaan Homologasi, sehingga kewajiban Termohon tetap akan mematuh i 

isi Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi terhadap para krediturnya 

termasuk kepada Pemohon dalam permohonan aquo ; 

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo yang diajukan oleh 

Pemohon/Norman Surbakti mengajukan permohonan pembatalan dengan alasan  

bahwa Pemohon selaku kreditur di golongan II dalam Perjanjian Perdamaian yang 

telah di homologasi belum dibayar semua kewajibannya/ hutangnya oleh 

Termohon kepada Pemohon sesuai dengan putusan homologasi sehingga 

Termohon tidak melaksanakan isi perjanjian; 

Menimbang bahwa oleh karena status Termohon tidak lagi dalam keadaan 

pailit maka Termohon tetap terikat dengan perjanjian perdamaian yang telah 

dihomolgasi sehingga harus tunduk dan mentaati isi  perjanjian perdamaian 

tersebut; 

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini  adalah  

apakah Perbuatan Termohon yang belum membayar sisa hutangnya kepada 

Pemohon dapat dikatakan telah lalai memenuhi isi perjanjian Perdamaian 
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sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Homologasi yaitu Putusan 

Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No 66 /PKPU /2018 / PN.NIAGA.JKT.PST; 

Menimbang, bahwa Pasal 170 undang-undang No.37 Tahun 2004 

menyatakan : 

i. Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah 

disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. 

ii. Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi. 

iii. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitur 

untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari 

setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan. 

 Menimbang, bahwa dari ketentuan  pasal 170 ayat (1)dan ayat (2) undang-

undang No.37 Tahun 2004  dapat disimpulkan  bahwa Kreditur dapat menuntut 

pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi 

isi perdamaian tersebut dan selanjutnya Debitur Wajib membuktikan bahwa 

perdamaian telah terpenuhi; 

 Menimbang, bahwa karenanya  dengan mengacu pada ketentuan tersebut 

maka Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi; 

 Menimbang bahwa Pemohon mendalikan bahwa Termohon tidak 

melakukan apa yang dituangkan dalam proposal perdamaian junto Putusan 

Homologasi  untuk membayar kewajibannya yang masih tersisa yang belum 

dibayar oleh Termohon; 

 Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa 

Termohon telah melakukan pembayaran kepada Pemohon sejak tanggal 13 Juni 

2017 dan terahir pada tanggal 13 Pebruari 2019, yang total  keseluruhan sebesar 

Rp, 251.906.666,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus kosong enam ribu  

enam ratus enam puluh enam rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 243.950.001-, (dua 

ratus empat ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); 

 Menimbang bahwa dari jawaban Termohon tersebut maka Majelis 

berpendapat bahwa Termohon telah mengakui masih mempunyai kewajiban yang 

belum dibayar kepada Pemohon Sebesar Rp. 243.950.001-, (dua ratus empat 

ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh kosong satu ribu rupiah); dan Termohon 

mengakui bahwa adanya keterlambatan pembayaran dan kurang bayar sejak 

bulan Maret 2019 sampai dengan adanya permohonan aquo  bukan berarti 

Termohon tidak mau atau tidak mampu membayar hutang-hutang  tersebut namun  

disebabkan karena adanya hambatan dari Lembaga Pembiayaan dari pemberi 

kredit modal kerja sehingga tidak dapat menjalankan kelangsungan usaha 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 Putusan No.12/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian /2019/PN.NIAGA.JKT.PST 

 

Termohon secara normal; 

 Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawabannya Termohon tersebut 

Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar Termohon sudah melaksanakan 

kewajibannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan  sebagai 

berikut; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan Bukti T–11 

berupa bukti pembayaran melalui bank mandiri dapat diketahui bahwa Termohon 

melakukan pembayaran kewajibannya/hutangnya  kepada Pemohon sejak bulan 

Pebruari 2017 sampai dengan bulan Pebrari 2019 dengan total sebesar Rp. 

251.906.666.- (dua ratus lima pulih satu juta sembilan ratus kosong enam ribu 

enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga masih ada sisa yang belum 

dibayar sebesar Rp. 243.950.001 (dua ratus empat ratus tiga juta sembilan ratus 

lima puluh kosong satu ribu rupiah), sebagaimana telah diakui oleh Termohon 

dalam jawabnnya; 

 Menimbang, bahwa Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-20 adalah bukti 

setoran dari Termohon kepada para  kreditur yang lain dan setelah Majelis meneliti  

Bukti- bukti pembayaran tersebut adalah pembayaran kepada krditur lain  yang 

dilakukan pada tanggal 21 Nopember 2019 pasa saat proses pemeriksaan 

permohonan pembatalan aquo dan bukan untuk membayar kewajiban kepada  

Pemohon (Nokman Surbakti) , sehingga dengan demikian maka dapat disimpulkan 

bahwa  Termohon belum melunasi hutangnya seluruhnya dari sejak bulan Maret 

2019  sampai dengan Bulan September 2019 batas akhir peluanasan sesuai 

denga isi perjanjian perdamaian; 

 Menimbang  bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon 

telah melakukan pembayaran sesuai dengan Bukti  T-31 sebesar Rp. 5.000.000.-   

(lima juta rupiah) pada tanggal 14 Nopember 2019 akan tetapi tidak dapat terbayar 

karena rekening Pemohon telah diblokir dan sebagaimana juga dalam keterangan  

saksi dari Termohon (saksi Edy dan Elizabenth)  yang menerangkan bahwa 

pembayaran kepada Pemohon dilakukan pada tanggal 14 Nopember 2019 

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menerangkan bahwa masih ada 

pembayaran atau hutang  kepada kreditur yang lainnya yang belum dibayar oleh 

Termohon  tetapi saksi tidak mengetahui kapan jatuh tempo pembayaran tagihan 

Pemohon kepada Termohon; 

 Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti Bukti T-31 tersebut yaitu 

pembayaran yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah pada 

tanggal 14 Nopember 2019 yaitu setelah proses permohonan pembatalan 

perdamaian ini dalam proses persidangan, dan walaupun dengan adanya  
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pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- juta tersebut belum mencukupi hutang atau 

kewajiban Termohon kepada Pemohon yang masih sisa sebesar Rp. 243.950.001 

(dua ratus empat ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh kosong satu ribu rupiah), 

sebagaimana telah diakui Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya, karena 

pembayaran dari bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan September 2019 

belum dilaksanakan oleh Termohon yang merupakan jatuh tempo kewajiban 

Termohon membayar hutangnngya yaitu pada bulan September 2019 sehingga 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hutang Termohon belum diabayar 

lunas secara penuh dan terlambat melunasinya, maka Termohon dapat 

dinyatatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi isi perjanjian 

perdamaian yang telah dihomologasi dan hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Ahli ( saudara Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.) yang berpendapat bahwa 

apabila menyimpang dari isi perjanjian perdamaian maka keadaan tersebut adalah  

Wanprestasi. 

 Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah diberikan kesempatan un tuk 

melunasi hutang-hutang kepada Pemohon dan  para kreditur lainnya, namun 

Termohon tidak dapat melunasinya dan selama dalam persidangan terungkap 

fakta bahwa masih ada juga kreditur lainnya yang juga belum dibayar oleh 

Termohon sebagaimana Bukti KL-5 dan KL-6 dan ada juga yang telah dibayar oleh 

Termohon kepada kreditur lainnya sebagaimana bukti T-11 s/d T-20  sebagaimana 

juga keterangan saksi dari Termohon; 

 Menimbang, dari bahwa bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa 

Termohon  mempunyai hutang juga kepada kreditur lainnya  sebagaimana tersebut 

diatas dan ada yang sudah dibayar lunas dan  ada yang masih belum terbayar 

seluruhnya; 

 Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena dalam perkara 

permohonan ini yang dipersoalkan adalah hutang kepada Pemohon. maka Majel is 

tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut tentang hutang kepada kreditur 

yang lainnya; 

 Menimbang, bahwa dari  fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat 

bahwa Termohon  baru sebagian memenuhi kewajibannya dari kesepakatan  yang 

dibuat bersama  sesuai dengan isi Perjanjian perdamaian   dan pembayarannya 

tidak sesuai dengan jadwal dan jumlah yang telah disepakati, maka dengan 

demikian Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah 

melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan tepat waktu sesuai dengan  

jumlah tagihan  yang telah disepakati dan Termohon telah  terbukti lalai untu k 

melaksanakan kewajibannya padahal Termohon telah diberikan kesempatan untuk 
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memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian perdamaian   sehingga Majelis 

berpendapat bahwa Termohon tidak ada itikat baiknya untuk melunasi hutangnya 

dan tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada 

Pemohon; 

 Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka 

permohonan pembatalan perjanjian (homologasi) yang diajukan oleh Pemohon 

beralasan untuk dikabulkan; 

 Menimbang,bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka 

Putusan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dengan Nomor 

66/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 12 Pebruari 2018 haruslah 

dibatalkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 291 ayat 2 UU No. 37 Tahun  2004 

tentang Kepailitan dan PKPU maka Debitur harus dinyatakan Pailit; 

 Menimbang bahwa oleh karena Termohon dinytakan Pailit dengan segala 

akibat hukumnya ,maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Niaga  pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses 

kepailitan ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; 

 Menimbang bahwa selain itu perlu pula ditunjuk dan diangkat Kurator dalam 

Kepailitan ini sebagaimana telah diusulkan oleh Pemohon yaitu ; 

- ARIF NUGROHO., S.H., M.H yang merupakan Kurator dan Pengurus 

yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan 

Pengurus No. AHU.AH.04.03.45 tanggal 9 April 2015 yang berkantor di 

Jl. Buncit Raya No. 7 Duren, Pancoran Jakarta Selatan; 

- ANTHONY MUSLIM PATIMURA., S.H yang merupakan Kurator dan 

Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator 

dan Pengurus No. AHU.102.AH.04.03.2019 tanggal 23 April 2019 yang 

berkantor di Jl. Buncit Raya No. 7 Duren, Pancoran Jakarta Selatan; 

Menimbang bahwa sesuai dengan Bukti P-13, dalam persidangan 

Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Nopember 2019  

untuk menambahkan Kurator  yang bernama Sdr.Brawijaya Pratama Putra SH, 

Kurator dan Pengurus sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan 

Pengurus No AHU-01 AH.04.03-2018 tertanggal 29 Januari 2018; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 11, P-12 dan P-15 Para Kurator 

tersebut diatas telah terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian 

Hukum dan HAM  RI ; 

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-

undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Majelis Hakim 

menganggap bahwa para Kurator  yang bersangkutan telah menyerahkan surat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 Putusan No.12/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian /2019/PN.NIAGA.JKT.PST 

 

kesediaan sebagai curator dalam perkara aquo adalah cakap dan mampu serta 

tidak ada benturan kepentingan dengan Pemohon dan Termohon  serta tidak 

sedang menangani perkara Kepalitan dan PKPU di Pengadilan Niaga yang 

melebihi dari 3 (tiga) perkara sebagaimana Bukti P- 9, P-10 dan P-14, maka 

Mejelis Hakim dapat mengabulkan untuk menunjuk dan mengangkat para Kurator 

tersebut diatas sebagi Team Kurator dalam proses Kepalitan ini 

Menimbang, bahwa mengenai biaya Kepailitan dan Jasa (fee) Kurator akan  

ditentukan sampai dengan kepailtan ini berakhir; 

            Menimbang bahwa oleh karena Permohon Pemohon dikabulkan dan 

Termohon berada dipihak yang kalah maka kepada Termohon dihukum untuk 

membayar biaya perkara yang akan ditetatapkan dalam amar putusan ini; 

Memperhatikan Pasal 170 , Pasal 171  dan Pasal 191 Undang-Undang 

No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan ketentuan hukum lainnya 

yang bersangkutan : 

 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan  Permohonan Pemohon  untuk seluruhnya; 

2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian Tanggal 5 Februari 2018 antara 

TERMOHON/PT.Multi Structure dengan Para Krediturnya yang telah 

disahkan (Homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga 

Jkt.Pst tertanggal 12 Februari 2018; 

3. Menyatakan TERMOHON/ PT. Multi Structure yang beralamat di Jalan 

Wisma 76, Lantai 26, Jalan Letjen S. Parman Kav 76, Jakarta Barat dahulu 

Debitor PKPU dalam Perkara Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. 

Jkt.Pst, PAILIT dengan segala akibat hukumnya; 

4. Menunjuk DESBENNERI SINAGA S.H, M.H. Hakim Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarata Pusat sebagai Hakim Pengawas ; 

5. Menunjuk dan Mengangkat :   

a. ARIF NUGROHO, S.H., M.H yang merupakan Kurator dan Pengurus      

yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan 

Pengurus No. AHU.AH.04.03.45 tanggal 9 April 2015 yang berkantor di 

SIP Law Firm, Jalan Buncit Raya No. 7 Duren, Pancoran Jakarta 

Selatan; 

b. ANTHONY MUSLIM PATIMURA., S.H. yang merupakan Kurator dan 

Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator 

dan Pengurus No. AHU.102.AH.04.03.2019 tanggal 23 April 2019 yang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 Putusan No.12/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian /2019/PN.NIAGA.JKT.PST 

 

berkantor di SIP Law Firm, Jalan Buncit Raya No. 7 Duren, Pancoran 

Jakarta Selatan. 

c. BRAWIJAYA PRATAMA PUTRA, S.H. yang merupakan Kurator dan 

Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator 

dan Pengurus No. AHU.01.AH.04.03.2018 tanggal 29 Januari  2018. 

Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT. Multi 

Structure; 

6. Menyatakan biaya kepailitan dan Jasa (Fee) kepailitan kurator akan 

ditetapkan setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya ; 

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada 

hari Senin pada tanggal 4 Desember 2019, oleh kami, JOHN TONY HUTAURUK, 

S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ABDUL KOHAR, S.H., M.H., dan MAKMUR, 

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan 

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga Kamis 12 Desember 

2019, oleh Hakim Ketua JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H. sebagai Hakim 

Ketua, ABDUL KOHAR, S.H., M.H., dan MADE SUKERENI, S.H., M.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh ALBERT C.I. SIMAMORA, 

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

tersebut, dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, 

  

 Hakim Anggota,          Hakim Ketua, 

 

   

  TTD      TTD 

ABDUL KOHAR, S.H., M.H. JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H. 

 

 

  TTD 

MADE SUKERENI, S.H., M.H.,  

 

Panitera Pengganti, 

 

 

TTD 

ALBERT C.I. SIMAMORA, S.H., M.H. 
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Biaya-Biaya : 

1. Biaya PNBP : Rp. 1.000.000,- 

2. Biaya Proses : Rp.     75.000,- 

3. Panggilan  : Rp.   300.000,- 

4. PHBP Panggilan : Rp.    20.000,- 

5. Materai  : Rp.      6.000,- 

6. Redaksi  : Rp.      5.000,- + 

  J U M L A H: Rp.  1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah); 
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